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QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

HAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA

KABUPATEN ACEH BESAR

BISMI LIAHIRRAHMANI RRAHIM

AS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

wa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memiliki
sahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar

mor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan
erah Air Minum firta Mountala Kabupaten Daerah

t II Aceh []esar;

wa dengan telah lahirnya peratura.n yang baru
tang Pengelolaan Pr:rusahaan Daerah Air Minum, maka
gaturan tentang Perusahaa.n Daerah Air Minum Tirta
untala Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud

huruf a tidak sesuai dengan keadaan masa kini
ingga perlu dilakukan penyesuaian;

wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
m huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun

tang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala
upaten Aceh Besar;

18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
In onesia Tahun 1945;

2.U ang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
bentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam

ngan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Republik. Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan

baran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

g-Undang Nomo.r: 44 Tahun 1999 tentang
yelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3);

ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

or 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
or 42861; I
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1.

ang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7);

ang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
or 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
or 4633);

ang-Undang Nomor 12 Tahun
turan Perundang-Undangan
nesia Tahun 2OL 1 Nomor

ara Republik Indonesia Nomor

ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
rah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
or 5587), sebagairnana telah beberapa kali diubah
khir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

2Ol1 tentang Pembentukan
(Lembaran Negara Republik
82, Tambahan Lembaran

523a);

Un
Da
No
No
ter

ng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
un 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
ublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Per turan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5 tentang
embangan Siistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
bahan Lembzrran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Dengan Persetujuan Bersama

WAKILAN RAKYAT KABUPATBN ACBH BBSAR

dan

BUPATI ACEH BBSAR

MEMUTUSI{AN :

TtrNTANG I'ERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
ALA KABUPATEN ACITH BESAR.

BAB I

KtrTENTUAN UMUM

Pasal 1

Qanun ini yang dimaksud dengan :

upaten Acehr Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi
h sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi
enangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri
san pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
uai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
asarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
un 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
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merintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
merintahan yaqg dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten

d
f

n Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan
gsi dan kewenangan masing-masing.

merintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
merintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur
nyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri

a s Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

pati adalah Kepala Pemerintah Daerah
sar yang dipilih melalui suatu proses
akukan berdasarkan azas langsung,
asia, jujur dan adil.

D
di
D

S

r

p

k

Kabupaten Aceh
demokratis yang
umum, bebas,

wan Perwakilan Ralryat Kabupaten yang selanjutnya
DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih

pemilihan umum.

nun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan
enis peraturan da erah kabupaten yang mengatur
yelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat

asan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
anisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

sahaan Dilerah Air Minum Tirta Mountala yang
clisingkat PDAM Tirta Mountala adalah

Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten
njutnya

usahaan
Ac h Besar.

ksi adalah direksi PDAM Tirta Mountala.

ebut
erah
lalui

aran
njutnya
Belanja

bupaten Aceh Besar.

B an adalah sekumpulan orang dan f atau modal yang
m rupakan kesa.tuan, baik yang melakukan usaha maup'un
v g tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
te tas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
u ha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah

MD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
gsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

(B

te asuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

ya
or

Pe

SC

Pe

M

SC

da

an Pengawia.s adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta
ntala.

Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan
Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
AMA, KtrDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang
n untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah
aten Daerzrh Tingkat II Aceh Besar Nomor 3
1993 tenta.ng Pendirian Perusahaan Daerah Air
Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh

berubah namanya nrenjadi Perusahaan Daerah Air

q

Minu Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
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a

Pasal 3

Tirta M ountala adalah sebuah badan hukum dan
udukan secara tetap di Ibukota Kabupaten Aceh Besar
mpat lain yang ditetapkan oleh Direksi dalam wilayah
aten Aceh Besar.

Pasal 4

Tirta Mountala didirikan dengan maksud dan tujuan

yelenggarakan usaha pengelolaan air minum bagi
ke ntingan umum dalam jumlah dan mutu yang

adai serta usaha lainnya di bidang air minum;
upuk keuntungan dan melaksanakan penugasan

Pe erintah Daerah Kaburpaten di bidang air minum dalam
ra a menunjang pembangunan dengan menerapkan
pri sip-prinsip perusahaan.

BAB III
MODAL

Pasal 5

dal dasar PDAM Tirta
P

e

ra
SE

SC

PT

ta
de
II
Pe
Mr
Te
86
ra
rit
PT

gerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian
M berada di bawah pengeloiaan, pengawasan dan

ggung jawab PDAM Tirta Mountaia yang dibentuk
gan Peraturan Daerah KabLrpaten Daerah Tingkat
Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang
dirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

untala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sampai
un 20 14 telah disetor sebesar Rp.

688.67O.889,00,- (Delapan puluh enam milyar enam
s delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh
delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
M Tirta Mountala dapat memperoleh tambahan

Kabupaten yang diaturyertaan modal dari Pemerintah
gan Qanun.
in modal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan
t (4), PDAM Tirta Mountala dapat memperoleh

ta bahan modal yang bersumber dari bantuan pemerintah,

erintah Daerah yang telah
Mountala adalah kekayaan
dipisahkan.

lalui Qanun ini modal dasar PDAM Tirta Mountala
tapkan sebesar Rp. 86.688 .670.889,00,- (Delapan puluh
m milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam
s tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh
bilan rupiah).

al dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
ruh kekayeian Pemerintah Kabupaten baik barang

erintah Provinsi, Pemerintah Kabupa ten lKota lainnya
/ atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan

ilrl

P

entuan perundang-undangan.
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BAB IV

ORGAN

Pasal 6
AM Tirta Mountala yang dibentuk oleh Pemerintah
upaten didukung dengan organ dan kepegawaian.

an PDAM ltirta Mountala sebagaimana dimaksud
a ayat (1) terdiri dari:
upati selaku pemilik modal;
ewan Pengawas; dan
ireksi.

Be
be

Ce
a.
b.

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Susunan dan Masa Jabatan Dewan pengawas

Pasal 7
D an Pengawas berasal dari unsur perangkat daerah,

konsumen yang diangkatpr fesional dan/atau masyarakat
diberhentikan oleh Bupati.

as usia Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan yang
laku.

on anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan
enguasai memajemen PDAM;
enyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
gasnya dan;

idak terikat hubungan keluarga dengan Bup ati lwakil
u p a t i atau Dewan Pengawas yang 1ain atau Direksi
mpai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau

esamping termasuk menantu dan ipar; dan
ersyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-
ndangan yang berlaku.

lah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan
sedikit 3 (tiga) orang.

Dewan Pengawas sebagaimana
( 1) dilakukan berdasarkan asas

dan efektivitas pengambilan

lah ketentuan paling

utusan.

ota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
t (4) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota

seorang sebagai sekretaris merangkap anggota oleh
ati.

an Pengawas berasal dari profesional d,an latau
iyarakat konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat
diangkat setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan yang
ksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
Ahli sebagetimana dimaksud pada ayat (T) terdiri dari
erintah Kabupaten dan DPRK.

)raratan serta tata cara pengangkatan dan
dalamberhentian Dewan

d

(1)
dil

Ju
ju,

Pe
dir
efi
ke

Ar
ay
da
Bu

De

Pe

entuan
aksud
lensl

jumlah
pader ayat
pengawasan

ilq
turan Bupati.

Pengawas diatur lebih lanjut
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Pasal 8

sa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3
a) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
sa jabatan.

an Pengawas diberi penghasilan berupa uang jasa yang
di tapkan dengan keputr.rsan Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Dewan

Pengawas

Pasal 9

an Pengawas mempunyai tugas :

elaksanakan pengawasan, pe ngendalian dan
:mbirraan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM
irta Mountala;
emberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati
iminta atzru tidak diminta guna perbaikan dan
ngembangan PDAM Tirta M ountala antara lain
ngangkatan Direksi, program kerja yang diajukan

leh Direksi, rencana perubahan status kekayaan
DAM Tirta M oun tala, rencana pinjaman yang
ituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain,
rta meneriffio, memeriksa Laporan Triwulan, dan
enandatangani Laporan Tahu.nan bersama-sama dengan
ireksi; dan

C. emeriksa dnn menyampaikan Rencana Strategis PDAM
irta Mountala (business plan/corporate plart), dan
encana Ke{a dan Anggaran Tahunan yang dibuat
ireksi kepacla Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

an Pengawra.s dalam melaksanakan tugas mempunyai
enang :

menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta
M ountala;
Menilai Laporan Triwulan
yang disampaikan Direksi;

dan Laporan Tahunan

meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan
pengembangan PDAM Tirta Mountala;
mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara,
rehabilitasi dan pemberhentian Direksi Kepada Bupati;
dan
memberikan persetujLlan atas usulan susunan
organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Mountala.
Laporan Tahunarr sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tembusannya disampaikan ke
D PRK.

,1
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Paragraf 3

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 1O

Pengawas berhenti karena :

masa jabatannya berakhir;
meninggal dunia; dan
diberhentikan.

an Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
t (1) huruf c karena :

permintaan sendiri;
reorganlsasr;
melakukan tindakan yang merugikan
Mountala;
melakukan tindakan atau bersikap yang
dengan kepentingan Daerah atau Negara;
tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
kedudukan sebagai lrejabat pemerintah Kabupaten telah
berakhir, bagi anggota Dewan pengawas yang berasal dari
unsur Pemerintah Kabupaten.

PDAM Tirta

bertentangan

reksi
ulan

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 1 1

diangkat dan diberhentjkan oleh Bupati atas
Dewan Pengawas.

Direksi ditetapkan 1 (satu) orang.ah

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 12

on Direksi memenuhi persyaratan sebagai berikut :

warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada T\rhan
Yang Maha Esa;
mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi
yang berasal dari PDAM atau ls (lima belas) tahun
mengelola perusahaars, bagr yang bukan berasal dari
PDAM yang dibuktikan dengan surat Keterangan
(referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian
baik;
lulus pelatihan manqiemen air minum didalam atau
diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan

Inl
sertifikasi atau tJaz.ah;



(2) P

(1) M
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(2)

(3)

(1)
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(3)

(4)
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membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan
misi PDAM;
bersedia bekerja penuh waktu;
tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/waki1
Bupati atau Dewan Pengawas sampai deraJat ketiga
menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu
dan ipar; dan
lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan
oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

ngangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
etapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Masa jabatan

Pasal 13

sa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun, dan
ngkat kembzrli untuk 1 (satu) kali masa jabatan

dapat
yang

Pt
(1

ki

A1

ja
a(

a.

gangkatan
dilakukan
e{ia PDAM

kembali sebagaimana
apabila Direksi terbukti
Tirta Mountala.

dimaksud pada ayat
mampu meningkatkan

bila Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masattannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya
lah sisa masa jabatan Direksi yang digantit 

"rrriy".

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 14

A
pe
pe
ya

Pe
pa

bila sampai berakhirnya masa jabatan
gangkatan Direksi baru masih dalam
yelesaian, Bupati dapat me.unjuk/mengangkat
g lama atau seorang pejabat Struktural PDAM

Direksi,
proses

Direksi
sebagai

peJ bat sementara.

Ke

gangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud
a ayat (1) ditr:tapkan dengan Keputusan Bupati.
utusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
aku paling lama 6 (enam) bulan.be

P.j bat sementara
rid k dilakukan

tan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelantikan dan pengambilan sumpah

4
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C.

d
e.

f.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 15

reksi mempunyai tugas :

menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan
pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta
M ountala;
membina pegawai;
mengurus clan mengelola kekayaan
M ountala;
menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
menyusun l?encana Strategis Perusahaan 5 (lima)
tahunan (business plan/ corporate ptan) yang disahkan
leh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
en)rusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan

penjabaran
M ountala
t i melalui

nggaran Tzrhunan yang merupakan

ewan Pengawas; dan
en)rusun dan menyampaikan laporan Triwulan dan

Tirta Mountala.
sebagaimana dimaksud

ahunan seluruh kegiatan PDAM

eksi dalam melaksanakan tugas
a ayat (1) mempunyai wewenang :

mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta
M ountala berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM
Tirta Mountala;
menetapkan susunan organisasi dan tata kerja
PDAM Tirter Mountala dengan persetujuan Dewan
Pengawas;
mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di
bawah Direksi;
mewakili PDAM Tirt-a Mountala di dalam dan di luar
Pengadilan;
menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum
mewakili PDAM Tirta Mountala;
menandatangani Laporan Triwulan
Tahunan;

dan Laporan

menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik
PDAM Tirta Mcluntala berdasarkan persetujuan Bupati
atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
melakukan pinjamdn, mengikatkan diri dalam
perJanjian kerja sanla dengan pihak lain yang
menjaminkan aset PDAM Tirta Mountala berdasarkan
persetujuan l3upati atas pertimbangan Dewan pengawas.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 16

ghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

PDAM Tirta

ahunan dari Rencana Strategis PDAM Tirta
business plan/ corporate plan) kepada B u p a

ob'

nl
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dangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Tunjangan perawatan/kesehatan
termasuk isteri/suami dan anak ; dan
Tudangan lainnya. '

yang layak

hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi
emperoleh bagian dad jasa produksi.

sarnya gaji, tunjang€m dan bagian dari jasa
uksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21

ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah
emperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan
mampuan PDAM.

Paragraf 7

Pemberhentian

Pasal 17

ireksi berhenti karena :

masa jabatannya berakhir;
meninggal dunia; dan
diberhentikan.

ireksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
uruf c karena :

permintaan sendiri;
reorganisasi;
melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta
Mountala;
melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan
dengan kepentingan daerah atau negara; dan
tidak dapat melaksanakan tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

ksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat,
netapkan jabatan, menetapkan gdi, tunjangan dan

asilan lainnya, Eemberikan cuti, memberikan
ghargaan, menjatuhkan hukuman serta

mberhentikan pegawai.

jahrhkan hukuman serta memberhentikan pegawai
ayat (1) setelah mendapatimana dimaksud pada

tujuan Dewan Pengawas.

D
yaratan dan tata ca-ra
ksi sebagaimana dimaksud

pelaksana€u1 kewenangan
pada ayat (1) diatur lebih

1a jut dengan Peraturan Direksi.

dapat mengangkat tenaga kerja sesuai

I-{
(4) D

utuhan PDAM Tirta Mountala.
kontrak
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BAB VI

TAHUN BUKIJ, PELAPORAN DAN ANGGARAN

Pasal 19

n buku adalah tahun takwim.

(1) enutupan

Pasal 20

tahun buku PDAM Tirta Mountala
ilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat
aporan keuangan yang disusun sesuai dengan
tandar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
ndonesia, yang sekurang- kurangnya mencantumkan :

. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan,
kewajiban dan mo.dal PDAM Tirta Mountala pada
penutupan tahun buku'
Daftar perhitungan rugi-laba yang menggambarkan
pendapatan dan biaya PDAM Tirta Mountala selama
periode tahun buku;
daftar arus kas yang menggambarkan posisi
penerlmaan dan pengeluaran kas PDAM Tirta
Mountala selama periode tahun buku;
daftar perubahan modal yang menggambarkan
kenaikan dan penLrrunan modal PDAM Tirta
Mountala pada penutuparr tahun buku.

(21 aporan Keuangan Tahunan PDAM
iaudit oleh Auditor Eksternal dan
upati selaku pemilik PDAM Tirta
ewan Pengawas selambat-lambatnya

(3) DAM Tirta

Tirta Mountala
dilaporkan kepada
Mountala melalui

L2O (seratus dua
tahun buku danuluh) hari sr:telah tanggal penutupan

mbusannya disampaikan ke DPRK.

enyampaikan
enyampaikan

Mountala wajib membuat dan
Laporan Triwulan selain membuat dan

Laporan Tahunan.

Pasal 2 1

(1) DAM Tirta Mountala membuat dan menyampaikan
encana Keda dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

unan yang merupakan bagian dari rencana
trategis perusahaan
epada Bupati untuk

(corporate/ business plan)
mendapat pengesahan, melalui

ewan Penga'',vas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
hun buku PDAM Tirta Mountala dimulai.

(2) aiam hal Rencana Keda dan Anggaran Perusahaan
KAP) pada tahun berjalan belnm disahkan, maka

DAM Tirta Mountala dapat menggunakan/berpedoman
da Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
da tahun sebelumnya.

erubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
berjalan, hanya dapat
Dewan Pengawas dan

KAP) dalam tahun anggaran
ilakukan dengan persetujuan
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BAB VIII

PELAYANAN DAN TARIF

ran pelayanan

Pasal 23

air minum diatur lebih Ianjut dalam

Pasal 24

an Bupati.

f pelayanan air minum serta tarif lainnya yang
air minum ditetapkanubungan dengan pelayanan

gan Keputusan Bupati.

Da m hal tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar,

encana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang
telah mendzrpat persetujuan Dewan Pengawas dan
pengesahan Bupati disampaikan kepada DPRK sebagai
aporan.

rosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran
tahunan sebagaimana dimaksudrusahaan (RKAP)

da ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan
eraturan Bupati.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BBRSIH

Pasal 22

naan laba bersih )/ang telah disahkan oleh Bupati
:kan sebagai berikut

etorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan
i daerah (PAD) sebeseir 55% (lima puluh lima persen); dan
elola PDAM 'Iirta Mountala sebesar 45% (empat puluh
a persen) dengan rincian sebagai berikut :

Unturk cadangan umum LSoh;

Untuk sosial dan pendidikan IOo/o;

Unturk jasa produksi L)oh; dan
Untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua 1O%.

h, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Masyarakat
k kepentingan pengembangan usaha sesuai dengan
tuan peraturan perundang-undangan yang berlal(u 

$q

erintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup
rangannya melalui APBK sesuai peraturan
ndang-undangan.

BAB IX

KERJAISAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

PD M Tirta Mountala dapat melakukan kerjasama
de an Badan lJsaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Da
un
ket



(2)

Bupa

(1) P

(2) Pe

- 13

Kr
di
be
Ti

ja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang
hubungan langsung dengan peningkatan kinerja PDAM
ta Mountala.

BAB X

PBMBINAAN

Pasal 26

melakukan trlembinaan terhadap PDAM Tirta Mountala.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 27

bubaran PDAM Tirta Mountala ditetapkan dengan
un.

bubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kukan dalarrr ha1 :

DAM Tirta Mountala dinyatakan dalam keadaan pailit
engan kepr-rtusan F'engadilan yang telah mempunyai
ekuatan hukum tetap; atau
erJadi perubahan status baclan hukum PDAM Tirta
ountala.

BAB XII

KE'IENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

engan berlal<unya Qanun ini, maka seluruh kekayaan,
ak dan kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola
leh PDAM Tirta Mountala pada saat awal
enclirian PDAM sesuai dengan peraturan Daerah
abupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3ahun 199 3 tentang pendirian perusahaan
)aerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah
ingkat II Aceh Besar, beralih statusnya menjadi
e}<ayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian PDAM
irta Mountala.

a

di
a.

(1)

ada saat Qanun ini
engawas PDAM Tirta
gas sampai berakhir

(3) eraturan Pelaksana yang
ountala ditetapkan
rhitung sejak Qanun ini

(2) berlaku, Direksi dan Dewan
M ountala tetap melaksanakan
masa jabatannya.

berkaitan dengan PDAM Tirta
paling lama 3 (tiga) bulan
diundangkan.

1



LBMBA
TAHUN

NOREG QANUN KAB ATBN ACEH BBSAR, PROVINSI ACBH : (612015)

Pada
Kab
Tah
Min

Diundangkan di Kota antho
pada tanggal 25_J uari 2016 M

15 Rabi I Akhir L437 H

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
paten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3
n 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
m Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar

dica t dan dinyatakan tidak berlaku.

Qan

Pasal 3O

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
ndangan Qanun ini dengan penempatannya dalam

Daerah Kabupaten Aceh Besar.

tanggal 21 Desember 2OL5 M
9 Rabiul Awal

KHI,IS B

Agar
peng
Leml

437 H

t

KABUPATEN
BRAH h
BESAR)r

Ditetapkan di Kota Jantho

SEKRETARIS

{ro{o,
N DAERAH UPATEN ACBH BESAR

2At6 NOMOR

q



II.

PtrRUSA

I. UMUM

Bahwa Pemerint
Daerah Air Min
Tingkat I I Ace
Perusahaan D
Tingkat II Aceh
tentang Pengelol
tentang Perusah
B e s ar tidak ses
penyesuaian, se
Daerah Air Minu

PASAL DBMI

Pasal 1

Cukup je1f,s

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jel
Pasal 10

Cukup jel{s
Pasal 1 1

Cukup jelf,s

Cukup jelfts

Cukup jelfts

Cukup jel[s

Cukup jelf,s

Cukup jel{s

Cukup je1{s

Cukup jel{s
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PENJBLASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOIR 6 TAHUN 2015

TENTANG

AAN DAtrRAI{ AIR MINUM TIRTA MOUNTALA

KABUPATEN ACEH BBSAR

Kabupaten Aceh Desar telah memiliki Perusahaan
berdasarka.n Peraturan Daerah Kabupaten D aerah

Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian
e rah Ai r M inum Tirta Mountala Kabupaten Daerah
sar, cian dengan telah lahirnya peraturan yang baru

an Perusahaan Daerah Air Minum, maka pengaturan
n Daerakr Air Minum Tirta Moutala Kabupaten Aceh
ai dengan keadaan masa kini sehingga periu diiakukan
ingga periu membentuk Qanun tentang Perusahaan
Tirta Mountilla Kabupaten Aceh Besar.

PAS,f,L

il
t



Pasal 12

Cukup je

Pasal 1 3

Cukup je

Pasal 14

Cukup je

Pasal 1 5

Cukup je

Pasal 16

Cukup je

Pasal 17

Cukup je

Pasal 1B

Cukup je

Pasal 19

Cukup je

Pasal 20

Cukup je

Pasal 2 1

Cukup je

Pasal22
Cukup je

Pasal 23

Cukup je

Pasal24
Cukup je

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup je

Pasal 29

Cukup je

Pasal 30

Cukup je

TAMBAHAN

NOMOR 53
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LEMBA N DAERAH KABUPATBN ACEH BESAR


